Pegawai Negeri Sipil

Menjadi Anggota Partai Politik

Pengertian

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Persyaratan


Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pengunduran diri tersebut diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada :

a. atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat struktural eselon IV;

b. pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan

c. pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan instansi yang bersangkutan.
Prosedur
Prosedur Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi anggota dan atau pengurus partai politik adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, mengajukan permohonan pengunduran diri tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian dan menyampaikan tembusannya kepada atasan langsung;

2. Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menyampaikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya tembusan pengunduran diri;

3. Pejabat Pembina Kepegawaian mengambil keputusan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan dari Atasan Langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

4. Apabila sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak atasan langsung menerima surat pengunduran diri tidak memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, maka selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya surat pengunduran diri keputusan pemberhentian dapat ditetapkan tanpa pertimbangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

5. Apabila setelah tenggang waktu tersebut di atas Pejabat Pembina Kepegawaian tidak mengambil keputusan, maka usul pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil tersebut dianggap dikabulkan;

6. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari sejak dianggap dikabulkan.

Ketentuan Lain
a. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar sebagai anggota dan atau pengurus partai politik;

b. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri untuk menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

d. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tanpa mengundukan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

e. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat diberikan hak-haknya sesuai ketentun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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